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PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177 /PMK.05/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

Mengingat :  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah wunit akuntansi yang
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melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dekonsentrasi.
UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja tugas
pembantuan.

UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja urusan
bersama.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit
akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan
Keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi dana urusan bersama di wilayah kerjanya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit
akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang
langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat
kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan
kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang
berada di bawahnya.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua
penerimaan dan  pengeluaran dalam rangka  pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk
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instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan
Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, yang
diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan
kemiskinan daerah, serta indikator teknis.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan
keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dalam
rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Laporan Keuangan yang
disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
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Pasal 2
(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada:

a. Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban
keuangan serta dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat; dan

b. Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan
pemeriksaan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Operasional,;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

>0 op

Pasal 3
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Pasal 4
(1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga
membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
(2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. UAKPA;

b. UAPPA-W;

c. UAPPA-E1; dan/atau
d. UAPA.

(3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan Dana
Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DUB berdasarkan
usulan kepala daerah, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan
keuangan.

(4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas:

a. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
dan/atau
b. UAPPA-W Dekonsetrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama.
Pasal 5

Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan

tingkat UAPA.
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Pasal 6
Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 dilaksanakan sesuai dengan Modul Pedoman Penyusunan
Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan
Laporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



